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BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN
KEDISIPINAN PEGAWAI
A. PEMERINTAHAN DAERAH
1. Pengertian Pemerintah Daerah
Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai
bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik
Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi:12
“Negara Kesatuan Repulik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi
dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
propisi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang
diatur Undang-Undang”.
Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:
“pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan
urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk
mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.
Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 23 Tahun 2014
tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:13
“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Menurut Suhady dalam Riawan Pemerintah (government) ditinjau dari
pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the
12Republik Indonesia. 1945.Undang-Undang Dasar
13Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No.32 tentang Pemerintahan Daerah
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affairs of men/women in a nation state, city, ect.14 Dalam bahasa Indonesia
sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan
masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan
dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc
yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara,
Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat
dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan
yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan
yudikatif.Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang
kekuasaan eksekutif saja.
1. Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan
DPRD (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Dalam menyelenggarakan
pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas
pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Sementara itu, dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah
menggunakan  asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 19 ayat (3)
14W. Riawan Tjandra,Peradilan Tata Usaha Negara. (Yogyakarta: Universitas Atma
Jaya,2009) h. 197
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Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan
Daerah).
Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari
pemerintahan daerah dan DPRD.Pemerintah daerah adalah Gubernur,
Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.Pemerintah daerah harus mampu
mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab
dan jauh dari praktik-praktik korupsi.
B. Hak dan KewajibanPemerintah Daerah
Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah
menjalankan,mengatur dan menyelenggarakan jalannya
pemerintahan.Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 adalah:
a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang
menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.
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Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan
umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.
Sementara itu Hak-pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Pemerintahan Daerah:
a. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya
b. Memilih pemimpin daerah
c. Mengelola aparatur daerah
d. Mengelola kekayan daerah
e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya yang berada di daerah
g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan
h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Disamping hak-hak tersebut di atas, daerah juga diberi beberapa
kewajiban,yaitu :15
a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional,
serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
15Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No.32 tentang Pemerintahan Daerah
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g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
i. Menyusun perencanaan dan  tata ruang daerah
j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
k. Mengelola administrasi kependudukan
l. Melestarikan nilai sosial budaya
m. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan
kewenangannya Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana
kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja,
dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan
daerah.Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan
keuangan dilakukan secara efisien, efisien, transparan, bertanggungjawab,
tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan.16
Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi kewajiban-
kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah agar penyelenggaraan otonomi
daerah dapat dilaksanakan dengan baik
16Rozali Abdullah,Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah
SecaraLangsung.( Jakarta:  PT. Raja Grasindo,2007) h. 27-30
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C. Asas Pemerintahan Daerah
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan
daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu
Negara, yakni sebagai berikut
a. Asas desentralisasi
Asas desantrlisasi adalah wewenang pemerintahan yang diserahkan kepada
daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.Pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi
wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya.
b. Asas dekonsentrasi
Asas dekonsentrasi adalah urusan pemerintah pusat yang diserahkan
kepada pemerintah daerah melalui pejabat-pejabatnya dan tatap mejadi
tanggung jawab pemerintah pusat, mengenai perencanaan, pelaksanaan
maupun pembiayaan.Unsur pelaksanaannya adalah instansi-instansi
vertikal yang secara operasional dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam
kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat.
c. Asas tugas pembantuan
Asas tugas pembantuan adalah menyangkut kekuasaan pemerintah pusat
mengenai penentuan kebijakan, perencanaan, dan pembiayaan yang tetap
ditangan pemerintah pusat, namun pelaksanaannya adalah perangkat
30
daerah.Tugas pembantuan tidak diatur dalam UUD 1945, namun dalam
praktik.17
D. Urusan-urusan Pemerintahan Daerah
Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintahan daerah diberi
wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan
kepadanya. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah provinsi yang merupakan urusan dalam skala provinsi
yang meliputi:18
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
e. Penanganan bidang kesehatan
f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk   lintas
kabupaten/kota
j. Pengendalian lingkungan hidup
k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota
17Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika,2004) h.45-
46
18Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No.12 tentang Pemerintahan Daerah
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l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh
kabupaten/kota dan
p. Pengurusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.
Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan
urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
e. Penanganan bidang kesehatan
f. Penyelenggaraan pendidikan
g. Penanggulangan masalah sosial
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
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i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
j. Pengendalian lingkungan hidup
k. Pelayanan pertanahan
l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
n. Pelayanan administrasi penanaman modal
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan
potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi
semua urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah (provinsi atau
kabupaten) agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga
kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
E. KEDISPILINAN PEGAWAI
1. Pengertian Kedisplinan Pegawai
Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab
seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini akan
mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan
perusahaan, pegawai, dan masyarakat. Terkadang kekurang
tahuan pegawai tentang peraturan, prosedur, dan akan kebijakan yang ada
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merupakan penyebab terbanyak tindakan indisipliner. Salah satu upaya untuk
mengatasi hal tersebut pihak pimpinan sebaiknya memberikan program
orientasi kepada tenaga kerja. Selain memberikan orientasi, pimpinan harus
menjelaskan secara rinci peraturan peraturan yang sering dilanggar, berikut
rasional, dan konsekuensinya. Demikian pula peraturan/prosedur atau
kebijakan yang mengalami perubahan atau diperbaharui, sebaiknya
diinformasikan kepada stafmelalui diskusi aktif.
Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab
seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong
gairah kerja, semangat kerja dan mendukung terwujudnya tujuan perusahaan.
Disiplin harus ditegakan dalam suatu organisasi, karena tanpa dukungan
disiplin kerja yang baik, maka sulit bagi perusahaan atau organisasi untuk
mencapai tujuannya.
Menurut Henry Simamora:19
“Disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan
karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin merupakan
pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang teratur dan
menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja di dalam sebuah organisasi.
Tindakan disipliner menuntut suatu hukuman terhadap karyawan yang
gagal memenuhi standar yang ditatapkan. Tindakan disipliner yang efektif
terpusat pada perilaku karyawan yang salah, bukan pada diri karyawan
sebagai pribadi”.
Disiplin menurut Bejo Siswanto adalah:20
“Suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap
peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis
19Henry Simamora,Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Ke-3(Yogyakarta: STIE
YKPN, 2004)h. 610
20Bejo, Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif Dan
Operasional(Jakarta: Bumi Aksara2005), h. 291
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serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima
sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang
diberikan kepadanya” .
Sondang P. Siagian juga berpendapat bahwa:21
“Pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha
memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku pegawai
sehingga para pegawai tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara
kooperatif dengan pegawai yang lainnya”
Menurut Bejo Siswanto, Maksud dan sasaran dari disiplin kerja
adalah terpenuhinya beberapa tujuan seperti:22
a. Tujuan umum disiplin kerja adalah demi kelangsungan perusahaan sesuai
dengan motif perusahaan. yang bersangkutan, baik hari ini maupun hari
esok.
b. Tujuan khusus disiplin kerja
1) Agar para tenaga kerja menepati segala peraturan dan kebijakan
ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan perusahaan yang
berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta
melaksanakan perintah manajemen.
2) Dapat melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya serta mampu meberikan
servis yang maksimum kepada pihak tertentu yang berkepentingan
dengan perusahaan sesuai dengan bidang pekerjaan yang diberikan
kepadanya.
21Sondang. P. Siagian, Manajemen Abad 21,(Jakarta: Bumi Aksara,2005) h. 305
22Bejo, Siswanto,Op.Cit., h. 292
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3) Dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana barang dan
jasa perusahaan dengan sebaik-baiknya.
4) Dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang
berlaku pada perusahaan.
5) Tenaga kerja mampu memperoleh tingkat produktivitas yang tinggi
sesuai dengan harapan perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun
jangka panjang.
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil. Dalam Peraturan Disiplin PNS tersebut diatur ketentuan-ketentuan
mengenai Kewajiban, Larangan, Hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang
menghukum, menjatukan hukuman disiplin, Keberatan atas hukuman disiplin,
dan Berlakunya keputusan hukuman disiplin.
Sementara itu Kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebagai berikut:23
a. Mengucapkan sumpah/janji PNS
b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan
c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesiatahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia,dan Pemerintah
d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan
23Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil
36
c. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakankepada PNS dengan penuh
pengabdian, kesadaran,dan tanggung jawab
d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah,dan martabat PNS
e. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang,
dan/atau golongan
f. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah
harus dirahasiakan
g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
negara
h. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal
yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama
di bidang keamanan,keuangan, dan materiil
i. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
j. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
k. Menggunakan dan memelihara barang-barang miliknegara dengan sebaik-
baiknya
l. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
m. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
n. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier
o. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
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Mengenai larangan bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010Tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, yaitu:24
a. Menyalah gunakan wewenang
b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang
lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
c. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain
dan/atau lembaga atauorganisasi internasional
d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing,atau lembaga swadaya
masyarakat asing
e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,menyewakan, atau
meminjamkan barang-barangbaik bergerak atau tidak bergerak, dokumen
atausurat berharga milik negara secara tidak sah
f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, temansejawat, bawahan, atau
orang lain di dalammaupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihaklain, yang secara langsung atau
tidak langsung merugikan negara
g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik
secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk
diangkatdalam jabatan
h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa sajadari siapapun juga yang
berhubungan denganjabatan dan/atau pekerjaannya
24 Ibid.
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i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukansuatu tindakan yang dapat
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga
mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara:
a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye
b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut
PNS
c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS laindan/atau
d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
e. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
f. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon selama masa kampanyedan/atau
g. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye meliputi pertemuan,ajakan, himbauan, seruan, atau
pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota
keluarga, dan masyarakat
h. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat
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dukungan disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan
Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangandan
i. Memberikan dukungan kepada calon KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah
j. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil KepalaDaerah
k. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
l. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon selama masa kampanyedan/atau
m. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye meliputi pertemuan,ajakan, himbauan, seruan, atau
pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota
keluarga, dan masyarakat.
Mengenai larangan bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010Tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, yaitu:
a. Menyalah gunakan wewenang
b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang
lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
c. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain
dan/atau lembaga atauorganisasi internasional
d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing,atau lembaga swadaya
masyarakat asing
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e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,menyewakan, atau
meminjamkan barang-barangbaik bergerak atau tidak bergerak, dokumen
atausurat berharga milik negara secara tidak sah
f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, temansejawat, bawahan, atau
orang lain di dalammaupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihaklain, yang secara langsung atau
tidak langsung merugikan negara
g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik
secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk
diangkatdalam jabatan
h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa sajadari siapapun juga yang
berhubungan denganjabatan dan/atau pekerjaannya
i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukansuatu tindakan yang dapat
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga
mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara:
1) Ikut serta sebagai pelaksana kampanye
2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau
atribut PNS
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3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan/atau
4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara
m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
1) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanyedan/atau
2) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,ajakan, himbauan, seruan,
atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan masyarakat
n. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat
dukungan disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan
Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangandan
o. Memberikan dukungan kepada calon KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah,
dengan cara:
1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil KepalaDaerah
2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan
kampanye
3) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanyedan/atau
42
4) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,ajakan, himbauan, seruan,
atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan masyarakat.
2. Indikator Disiplin Kerja
Menurut H. Malayu Hasibuan pada dasarnya banyak indikator yang
mempengaruhi tingkat kedisiplinan seorang pegawai, di antaranya:25
a. Tujuan dan kemampuan
Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan
karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara
ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti
bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai
dengan kemampuan karyawan bersangkutan, agar dia bekerja dengan
sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya.
b. Teladan pimpinan
Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan
karyawan, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para
bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik,
jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan
yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan baik. Jika teladan pimpinan
kurang baik (kurang berdisiplin), para bawahan pun akan kurang disiplin.
25Malayu, S.P. Hasibuan 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Kesembilan,
Jakarta,PT. Bumi Aksara, h. 194-198
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c. Balas jasa
Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan
karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan
karyawan terhadap perusahaan pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan
semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik
pula. Balas jasa berperan penting untuk menciptakan kedisiplinan
karyawan. Artinya semakin besar balas jasa, semakin baik kedisiplinan
karyawan. Sebaliknya, apabila balas jasa kecil, kedisiplinan karyawan
menjadi rendah. Karyawan sulit untuk berdisiplin baik selama kebutuhan-
kebutuhan primernya tidak terpenuhi dengan baik.
d. Keadilan
Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan,
karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting, dan
minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Keadilan yang
dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa (pengakuan)
atau hukuman, akan merangsang terciptanya kedisiplinan karyawan yang
baik. Manajer yang cakap dalam memimpin selalu berusaha bersikap adil
terhadap semua bawahannya. Dengan keadilan yang baik, akan
menciptakan kedisiplinan yang baik pula. Jadi, keadilan harus diterapkan





Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling
efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Dengan
waskat berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral,
sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti atasan
harus selau hadir di tempat kerja agar dapat mengawasi dan memberikan
petunjuk jika ada bawahannya yang mengalami kesulitan dalam
menyelesaikan pekerjaannya. Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan
moral kerja karyawan. Karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan,
petunjuk, pengarahan dan pengawasan dari atasannya.
f. Sanksi hukuman
Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan
karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan
semakin takut melanggar peraturan perusahaan, sikap, dan perilaku
indisipliner karyawan akan berkurang.
g. Ketegasan
Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan
mempengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani
dan tegas bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner
sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan yang
berani menindak tegas menerapkan hukuman bagi karyawan yang
indisipliner akan disegani dan diakui kepemimpinannya oleh bawahannya.
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Dengan demkian, pimpinan akan memelihara kedisiplinan karyawan
perusahaan.
h. Hubungan kemanusiaan
Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama karyawan
ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan.
Hubungan-hubungan baik bersifat vertikal maupun horizontal yang terdiri
dariDirect Single Relationship,Direct Group Relationship, danCross
Relationshiphendaknya berjalan harmonis. Manajer harus berusaha
menciptakan suasana kemanusiaan yang serasi serta memikat, baik secara
vertikal maupun horizontal diantara semua karyawannya.
Terciptanya Human Relationship yang serasi akan mewujudkan
lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. Hal ini akan memotivasi
kedisiplinan yang baik pada perusahaan. Jadi, kedisiplinan karyawan akan
tercipta apabila hubungan kemanusiaan dalam organisasi tersebut baik.
Bejo Siswanto berpendapat bahwa faktor-faktor dari disiplin kerja
itu ada 5 yaitu:26
a. Frekuensi Kehadiran, salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat
kedisiplinan pegawai. Semakin tinggi frekuensi kehadirannya atau
rendahnya tingkat kemangkiran maka pegawai tersebut telah memliki
disiplin kerja yang tinggi.
b. Tingkat Kewaspadaan, pegawai yang dalam melaksanakan
pekerjaannya selalu penuh perhitungan dan ketelitian memiliki tingkat
26Bejo, Siswanto, Op.Cit, h. 291
46
kewaspadaan yang tinggi terhadap dirinya maupun pekerjaannya.
Ketaatan pada Standar Kerja, dalam melaksanakan pekerjaannya
pegawai diharuskan menaati semua standar kerja yang telah ditetapkan
sesuai dengan aturan dan pedoman kerja agar kecelakaan kerja tidak
terjadi atau dapat dihindari.
c. Ketaatan Pada Peraturan Kerja, dimaksudkan demi kenyamanan dan
kelancaran dalam bekerja.
d. Etika Kerja, diperlukan oleh setiap pegawai dalam melaksanakan
perkerjaannya agar tercipta suasana harmonis, salin menghargai antar
sesama pegawai.
Veithzal  Rivai menjelaskan bahwa, disiplin kerja memiliki
beberapa komponen seperti:27
a. Kehadiran. Hal ini menjadi indikator yang mendasar untuk mengukur
kedisiplinan, dan biasanya karyawan yang memiliki disiplin kerja
rendah terbiasa untuk terlambat dalam bekerja.
b. Ketaatan pada peraturan kerja. Karyawan yang taat pada peraturan kerja
tidak akan melalaikan prosedur kerja dan akan selalu mengikuti
pedoman kerja yang ditetapkan oleh perusahaan.
c. Ketaatan pada standar kerja. Hal ini dapat dilihat melalui besarnya
tanggung jawab karyawan terhadap tugas yang diamanahkan
kepadanya.
27Veithzal Rivai,Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Cetakan Pertama.
(Jakarta: PT. Raja Grasindo, 2004),h. 444
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d. Tingkat kewaspadaan tinggi. Karyawan memiliki kewaspadaan tinggi
akan selalu berhati-hati, penuh perhitungan dan ketelitian dalam
bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien.
e. Bekerja etis. Beberapa karyawan mungkin melakukan tindakan yang
tidak sopan ke pelanggan atau terlibat dalam tindakan yang tidak
pantas. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan indisipliner,
sehingga bekerja etis sebagai salah satu wujud dari disiplin kerja
karyawan
3. Bentuk-bentuk Disiplin Kerja
Hani Handoko mengemukakan bahwa terdapat dua tipe kegiatan
pendisiplinan, yaitu:28
a. Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong
para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga
penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah
untuk mendorong disiplin diri  di antara para karyawan. Dengan cara ini
para karyawan menjaga disiplin diri mereka bukan semata-mata karena
dipaksa oleh pihak manajemen.
b. Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani
pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk
menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut.Kegiatan korektif
sering berupa suatu bentuk hukuman dan disebut sebagai tindakan
28Hani Handoko,Manajemen Sumber Daya Manusia,( Jogyakarta: BPFE,2001) h. 208
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pendisiplinan (disciplinary action). Sebagai contoh bisa berupa peringatan
atau skorsing.
Bentuk-bentuk kedisiplinan menurut Henry Simamora ada 3 yaitu:29
a. Disiplin Manajerial, segala sesuatu tergantung pada pemimpin mulai dari
awal hingga akhir.
b. Disiplin Tim, kesempurnaan kinerja bermuara dari ketergantungan satu
sam alin dan ketergantungan ini berkecambah dari suatu komitmen setiap
anggota terhadap seluruh organisasi.
c. Disiplin Diri, dimana pelaksana tunggal sepenuhnya tergantung pada
pelatihan, ketangkasan, dan kendali diri.
Sedangkan menurut Veithzal Rivai adalah sebagai berikut:30
a. Disiplin Retributif. Yaitu berusaha menghukum orang yang berbuat salah.
b. Disiplin Korektif. Yaitu berusaha membantu karyawan mengkoreksi
perilakunya yang tidak tepat.
c. Perspektif Hak-hak Individu. Yaitu berusaha melindungi hak-hak dasar
individu selama tindakan-tindakan disipliner.
d. Perspektif Utilitarian. Memiliki fokus kepada penggunaan disiplin hanya
pada saat konsekuensi-konsekuensi tindakan disiplin melebihi dampak-
dampak negatifnya.
4. Sanksi Pelanggaran Disiplin Kerja
Pelanggaran kerja adalah setiap ucapan, tulisan, perbuatan seorang
pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang telah diatur oleh pimpinan
29Henry Simamora,Op.Cit, h.611
30Veithzal Rivai,Op.Cit, h. 450
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organisasi,31 sedangkan sanksi pelanggaran kerja adalah hukuman disiplin
yang dijatuhkan pimpinan organisasi kepada pegawai yang melanggar
peraturan disiplin yang telah diatur pimpinan organisasi.
Menurut Veithzal Rivai ada beberapa tingkat dan jenis pelanggaran
kerja yang umumnya berlaku dalam suatu organisasi yaitu:
a. Sanksi pelanggaran ringan, dengan jenis: teguran lisan, teguran tertulis,
dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
b. Sanksi pelanggaran sedang, dengan jenis: penundaan kenaikan gaji,
penurunan gaji, penundaan kenaikan pangkat.
c. Sanksi pelanggaran berat, dengan jenis: penurunan pangkat, pembebasan
dari jabatan, pemberhentian, pemecatan.
Agus Dharma berpendapat bahwa sanksi pelanggaran kerja akibat
tindakan indisipliner dapat dilakukan dengan cara:32
a. Pembicaraan informal
Dalam aturan pembicaraan informal dapat dilakukan terhadap
karyawan yang melakukan pelanggaran kecil dan pelanggaran itu
dilakukan pertama kali. Jika pelanggaran yang dilakukan karyawan
hanyalah pelanggaran kecil, seperti terlambat masuk kerja atau istirahat
siang lebih lama dari yang ditentukan, atau karyawan yang bersangkutan
juga tidak memiliki catatan pelanggaran peraturan sebelumnya,
pembicaraan informal akan memecahkan masalah. Pada saat pembicaraan
32Agus Dharma,Manajemen Supervisi, (Jakarta: Rajawali Press,2004) h. 403
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usahakan menemukan penyebab pelanggaran, dengan mempertimbangkan
potensi karyawan yang bersangkutan dan catatan kepegawaiannya.
b. Peringatan lisan
Peringatan lisan perlu dipandang sebagai dialog atau diskusi, bukan
sebagai ceramah atau kesempatan untuk “mengumpat karyawan”.
Karyawan perlu didorong untuk mengemukakan alasannya melakukan
pelanggaran. Selama berlangsungnya pembicaraan, sebagai seorang
pimpinan perlu berusaha memperoleh semua fakta yang relevan dan
memintanya mengajukan pandangan. Jika fakta telah diperoleh dan telah
dinilai, maka perlu dilakukan pengambilan keputusan terhadap karyawan
bersangkutan.
c. Peringatan tertulis
Peringatan tertulis diberikan untuk karyawan yang telah melanggar
peraturan berulang-ulang. Tindakan ini biasanya didahului dengan
pembicaraan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran.
d. Pengrumahan sementara
Pengrumahan sementara adalah tindakan pendisiplinan yang
dilakukan terhadap karyawan yang telah berulang kali melakukan
pelanggaran. Ini berarti bahwa langkah pendisiplinan sebelumnya tidak
berhasil mengubah perilakunya. Pengrumahan sementara dapat dilakukan
tanpa melalui tahapan yang diuraikan sebelumnya jika pelanggaran yang
dilakukan adalah pelanggaran yang cukup berat. Tindakan ini dapat
dilakukan sebagai alternatif dari tindakan pemecatan jika pimpinan
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perusahaan memandang bahwa karir karyawan itu masih dapat
diselamatkan
e. Demosi
Demosi berarti penurunan pangkat atau upah yang diterima
karyawan. Akibat yang biasa timbul dari tindakan pendisiplinan ini adalah
timbulnya perasaan kecewa, malu, patah semangat, atau mungkin marah
pada karyawan bersangkutan. Oleh sebab itu, demosi tidak dipandang
sebagai langkah yang besar manfaatnya dalam pendisiplinan progresif di
sejumlah perusahaan.
f. Pemecatan
Pemecatan merupakan langkah terakhir setelah langkah
sebelumnya tidak berjalan dengan baik. Tindakan ini hanya dilakukan
untuk jenis pelanggaran yang sangat serius atau pelanggaran yang terlalu
sering dilakukan dan tidak dapat diperbaiki dengan langkah pendisiplinan
sebelumnya. Keputusan pemecatan biasanya diambil oleh pimpinan pada
tingkat yang lebih tinggi.
Pada dasarnya penerapan sanksi sebaiknya diatur dengan
menampung masukan dari pegawai dengan maksud keikutsertaan mereka
dalam penyusunan sanksi yang akan diberikan sedikit banyaknya akan
mempengaruhi serta mengurangi ketidakdisiplinan tersebut, selain itu
pemberian sanksi disiplin harus berorientasi pada pemberian latihan atau
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sifatnya pembinaan bukan bertujuan untuk menghukum agar para pegawai
tidak melakukan kesalahan yang sama dimasa datang.33
33Agus Dharma,Manajemen Supervisi, (Jakarta: Rajawali Press,2004) h.407
